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PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP DAMPAK DARI KEGIATAN PT FREEPORT INDONESIA
DI PROVINSI PAPUA DAN PROSPEK PENYELESAIANNYA

Nurhasan, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

Enforcement of environmental laws in its observance fact facing many obstacles,
challenges, and loaded with a variety of interests that are not easily negotiated. This
condition is most apparent in solving environmental problems that occur as a result of
the activities PT Freeport Indonesia in Papua. The problem arises when the company
changing the designation (function) a certain river, from the traditional designation as

a means of irrigation an
transporting solid waste (tai
of Papua reacted strongly an
settlements made towards guarante
community and the governme
using juridical-empirical app
literature study. The expecte
collaboration and integrated
solution to the environmental pro
mitigation but also social mitigation.

A. Pendahuluan

Undang-Undang ~ No. 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua memberi
kewenangan-kewenangan khusus
kepada pemerintah Provinsi Papua
yang tidak dimiliki provinsi-provinsi
lainnya, diantaranya : 1
Kewenangan di bidang Fisik (dalam
arti luas : Biologi, Geologi, Fisik)

yang mencakup proses perencanaan,
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d the family needs a new designation as a means of
lings) mineral industry. Because of that problem the people
d so does the stakeholder. There are many dispute
eing the balance of interests between the bussines
nt in order to empower the people of Papua. This article
roach, legal analysis, and techniques of data collection
d result is the formulation of a model of community
industrial management as q form of @ comprehensive
blems that is Bussines is not only oriented on physical

pemanfaatan, ~ pengawasan, dan

pengendalian dalam rangka
pengelolaan sumber daya alam ; dan
(2) Kewenangan di bidang Sosial
(dalam arti luas : Politik, Ekonomi,
Sosial, Budaya, Adat).

Pemerintah Provinsi Papua
berkewajiban melindungi  hak-hak
masyarakat adat Papua, seperti hak
ulayat ~dan  hak  perorangan
masyarakat  hukum  adat  yang



bersangkutan (Lihat UU No. 7]
Tahun 2001 tentang Otonomj Khusus
Bagi Provinsi Papua, Paga] 43).
Pemerintah Provinsi Papua juga

berkewajiban melakukan pengelolaap

lingkungan hidup secara terpadu

untuk menciptakan sebesar-besarnya
kemakmuran dan kesejahteraap bagi

masyarakat Papua dengan

menjunjung  tinggi prinsip-prinsip

keadilan,  pemerataan,

hukum, pelestarian lingkungan, dan

pembangunan berkelanjutan (Lihat
UU No. 21 Tahun 2001, Pasa] 38, 63,

dan 64). Majelis Rakyat Papua (MRP)

yang anggota—anggotanya
merepresentasikan orang-orang g
Papua memiliki peran strategis bagi
upaya perlindungan hak-hak Orang
asli Papua (Lihat UU No. 21 Tahyp
2001, Pasal 19, 20, 21, 22, 23,24, dan
25).

Kondisi alam Papua Memilik;
karakter khusus, d1antaranya F )
secara geologi, bentang alam Papy

a
berupa pedatarap

tinggj (curam,
terjal), di dalamny, terdapat

gunung,
Jembah, dan sungaj 5 (2) secary
biologi, terdapat banyak jenis flora
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kepastian .

d ca V
dan fauna yang bersifat endemns’

18
(3) secara fisik, terdapat D¢ gam

f
jenis mineral, batu, tanah, dan K8 :
air tawar di atas ambang batsS ) f
Masyarakat ~ Papud . Jugﬂl ”
memiliki adat yang khusus, mlsalﬂ . ‘
)

. h
: suku Amungme yang @ glatﬁﬂ

gunung tidak tertarik padd |
perikanan, dan sebalikny? ¥ -5
Komoro yang habitatny? di

erc
tidak tertarik pada kegiata? b eb“t v

tanam. Kondisi adat Papud o 3
mengakibatkan sungai (PP » sall
Tahun 199 tentang Sungai’ ot
ayat (1) : “Sungai adalah tc{:if‘“
tempat dan wadah‘wadah darl
Jaringap pengaliran air mol®

dellgaﬂ
mata iy

sampai muard geft?
dibatag; kanan dan kirio¥? gﬂf‘

h
Sepanjang pengalirannya ole uGafis
S€mpadan”, pagal | ayat ¢ :s baws
SéMpadan sungai adalah 22" pel?

lvar  pengamanan sungai”) pe*
dimanfaatkay secara OPtima]’. o
“ntuk mendukung kegiatan P°
maupun bercocok tanam. paPua
Paradigma masyarak?" uﬂgﬂ’
dalam Melestarikan fungsi j g”‘
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sebagai air susu ibu yang oleh
karenanya harus dijaga.

Kegiatan industri
penambangan mineral dalam
prosesnya menghasilkan limbah padat
(tailing) yang dibuang secara
langsung ke sungai. Sungai telah
dimanfaatkan untuk pengangkutan
limbah padat yang dampaknya
memberi tekanan pada aspek fisik
(dalam arti luas) dan aspek sosial
(dalam arti luas). Pemanfaatan sungai
untuk kegiatan industri tidak cukup
hanya dengan mengantongi izin
Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL), tetapi juga
harus  memperhatikan  mitigasi
(perbaikan) dampak lingkungan fisik
(rekognisi, kompensasi, reklamasi)
dan pemberdayaan  masyarakat
(community development).

Sejak awal beroperasinya,
manajemen P.T. Freeport Indonesia
yang menjalankan usaha industri
penambangan mineral di Grasberg
Papua, telah .menjatuhkan pilihan
pada pemanfaatan sungai tertentu
sebagai sarana pengangkutan limbah

padat. Pilihan tersebut merupakan
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pilihan terbaik yang merupakan hasil
penelitian pihak perusahaan dan pihak
terkait lainnya. Namun demikian,
pilihan tersebut baru didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan  secara
geologi, biologi, fisik, dan secara
ekonomi. Fakta di lapangan
menunjukkan bahwa masih banyak
persoalan sosial-budaya yang timbul
dan belum terpecahkan. Selain dari
itu, masih terdapat kekosongan
hukum, yaitu masyarakat Papua
belum memiliki jaminan kepastian
hukum tentang pemanfaatan sungai
tertentu sebagai sarana pengangkutan
limbah padat.

Kondisi faktual proses
pengolahan bijih emas dan tembaga
yang diusahakan oleh P.T. Freeport
Indonesia di Papua sebagaimana
digambarkan dalam Gambar 1 di
bawah ini, menunjukkan bahwa
sungai telah dipilih sebagai pilihan
yang dianggap paling menguntungkan
(pertimbangan kestabilan,
keselamatan, dan ekonomi) untuk

dimanfaatkan sebagai sarana

pengangkutan limbah padat :
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menjatuhkan pilihan pada salah satu
anak sungai untuk dimanfaatkan
sebagai sarana pengangkutan limbah
padat menuju areal reklamasi lahan
limbah padat. Pilihan tersebut
merupakan pilihan terbaik yang
merupakan hasil penelitian berbagai
pihak, dan oleh karena itu perlu diatur
lebih lanjut.
Kegiatan industri
penambangan mineral sebagai bagian
dari proses pembangunan, dalam
pelaksanaannya memerlukan ruang
(Lihat UU No. 24 Tahun 1992
tentang Tata Ruang, Pasal 1 angka 1 :
“Ruang adalah wadah yang meliputi
ruang daratan, ruang lautan, dan
ruang udara sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan
makhluk

melakukan kegiatan serta memelihara

lainnya  hidup  dan
kelangsungan  hidupnya”™),  yang
berarti terkait dengan persoalan
pemanfaatan  lingkungan. Sungai
sebagai bagian dari lingkungan hidup
telah dimanfaatkan untuk
pengangkutan limbah padat.
Pemanfaatan sungai tertentu untuk

pengangkutan limbah padat industri
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mineral telah memberi tekanan pada
aspek fisik (dalam arti luas : biologi,
geologi, fisik) dan aspek sosial
(dalam arti luas : politik, ekonomi,
sosial, budaya, adat).

Secara fisik, badan-badan
sungai sebagai jalan mengalirnya air
dari gunung dan lembah, yang
kemudian ke dalam badan-badan
sungai tersebut dialirkan limbah padat
industri mineral. Pemanfaatan sungai
sebagai sarana pengangkutan limbah
padat tersebut memberi tekanan pada
badan-badan sungai, flora, dan fauna
yang hidup di sekitar sungai dan lebih

luas lagi berdampak pada

terganggunya
Daerah Aliran Sungai (DAS).

Tekanan pada aspek fisik (dalam arti

ekosistem dalam

luas) tersebut berpotensi
menimbulkan masalah lingkungan.
Diharapkan, ketika berakhimya masa
Kontrak Karya (Contract of Work),
kondisi lingkungan di areal reklamasi
lahan limbah padat dapat normal
kembali (Lihat UU No. 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing,
Pasal 8 : “Penanaman Modal Asing di

bidang pertambangan didasarkan




pada kerjasama dengan Pemerintah

menurut sistem kontrak karya atay

bentuk lajn yang sesyaj dengan

peraturan perundang—undangan yang

k  pihak lain untuk
mengerjakan Pertambanggay, itu
sebagai kontraktor Pemerintah

el
berlaku”. Lihat juga Indische Mijn#®
1899 (IMW), Pasal 5a yﬂﬁg
menghasilkan model kontrak 58 Y%

ju
memungkinkan Pemerintah met"Y

kenyataannya, pengelolaan

Pemanfaatan hasil kekayaan e
Provinsj Papua belum dilekot®”
secara optimal untuk mening aﬂ(ﬂ?
taraf  hidup masyarakat, sebot”
dampaknya tingkat kei?‘?iahteraaﬂ
Penduduk asli Papua masih rendsl
Pada masa Orde Ba'r“’
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yang sangat begar kepada Perusahaana

. |t
Perusahaan swasta asing t

st

Yang  bergerak  dalam :
Pertambangan, minyak dan 885 ’ o
Dampak yang terjadi adalah halchaﬂ
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tari al o
arik Investasi asing. Setel

ref o
S i
orrna31, Secara
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s
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didukung oleh Pemerintah Daerah
dan masyarakat.
Optimalisasi partisipasi
masyarakat Papua dalam kegiatan
industri  penambangan  mineral
penting karena bagi masyarakat
Papua berdasarkan kearifan
tradisionalnya menempatkan fungsi
gunung sebagai susu ibu dan fungsi
sungai sebagai air susu ibu. Kearifan
tradisional masyarakat Papua yang
menempatkan fungsi sungai sebagai
air susu ibu mengandung makna
bahwa sungai merupakan sumber
kehidupan yang tidak boleh dicemari
dan dirusak.
Pembangunan industri
berdasarkan peraturan perundang-
undangan harus berdasarkan prinsip
pembangunan berkelanjutan
(sustainable  development)  serta
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sekitar, yang disebut
Pengelolaan  Industri Terintegrasi
(Lihat Tarsisius Murwaji, “Blue Print
Community Development Industri
Pertambangan Dalam Era Otonomi
Daerah”, Makalah, disampaikan pada

Temu Ilmiah Dasawarsa Program
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Magister =~ Manajemen

Program
Pascasarjana UNPAD, Bandung, 6
September 2003, him. 16). Bagi
perusahaan, pemanfaatan sungai
untuk pengangkutan limbah padat
industri mineral yang sesuai dengan
Industri
Terintegrasi itu berbiaya tinggi, yaitu
melakukan

penanggulangan dampak lingkungan

konsep Pengelolaan

selain  berkewajiban

biologi-geologi-fisik (mitigasi fisik)

juga berkewajiban melakukan
penanggulangan  dampak  sosial
(mitigasi sosial).

Perlu kajian hukum
pemanfaatan sungai untuk

pengangkutan limbah padat industri
mineral dalam rangka mewujudkan
Pengelolaan Industri Terintegrasi,
sehingga perusahaan dalam jangka
waktu tertentu mempunyai
kesempatan untuk mendapatkan hak-
haknya dan melaksanakan kewajiban-
kewajibannya  tanpa  mendapat
tekanan  atau  tuntutan  dari
masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada
beberapa asumsi sebagai berikut : (1)

Masyarakat Papua memiliki hak



ulayat pada areal

Papua g

hidupnya
menggunakan cara

mengambyi] langsung darj
gathen'ng)

dimanfaatkan
Pengangkutay
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diharapkan dapat dicapai dari
penelitian ini yaitu adanya
kepastian hukum tentang
pemanfaatan  sungai  tertentu
sebagai sarana  pengangkutan
limbah padat industri mineral di
Provinsi Papua. Dengan demikian,
maka hukum yang dicita-citakan
(ius constituendum) untuk
memperoleh  kepastian hukum,
dalam proses penyusunannya tidak
boleh bertentangan dengan UUD
1945.

Besarnya kewenangan yang
dimiliki Provinsi Papua melalui
Undang-Undang No. 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua harus
diaktualisasikan untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Status Otonomi Khusus
akan lebih bermanfaat bagi
masyarakat Papua jika
dimplementasikan secara tepat dan
benar untuk mempercepat proses
masyarakat

pemberdayaan

(community development) Papua.
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Jika dikaitkan dengan hasil
penelitian terdahulu  (Tarsisius
Murwaji: 2003), maka unsur
pemberdayaan masyarakat
(community development)
merupakan salah satu prasyarat
dalam  mewujudkan  konsep
Pengelolaan Industri Terintegrasi.

Dalam mengadakan
pengaturan sumber daya alam
(pemanfaatan sungai), Pembukaan
UUD 1945 alinea ketiga telah
memberi landasan yuridis yang
penting tentang kedudukan alam.
Pada kalimat “Atas berkat rahmat
Allah Yang Maha Kuasa”
terkandung makna bahwa manusia
sebagai bagian dari alam mengakui
kedudukan Allah Yang Maha
Kuasa (Tuhan Yang Maha Esa)
sebagai pencipta alam dan
berkuasa atas segala sesuatu yang
ada di alam semesta. Dengan
demikian, alam beserta isinya
(sumber daya alam, termasuk
sungai) tunduk kepada Hukum
Tuhan sebagai hukum tertinggi
yang dalam penggolongan hukum

menurut Thomas Aquino disebut



Lex Aeterna (Hukum dibagi ke
dalam 4 (empat) golongan, yaity :
Lex Aeterna, Lex Divina, Lex
Naturalis, dan Lex Positivis),

Pengaturan Pemanfaatay,

sungai sebagai salah sapy Sumber
daya alam harus Sésuaj ¢

engan
karakteristik

alam yang  sejak

penciptaannya telah berlaky

an  yang
Dalam

untuknya syaty ketenty

disebut Hukym Alam,
penggolongan hukum

menuryt
Thomas Aquino, Huky,

m  Alay
(Lex Naturalis)

Maupyp fisik
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lainnya, Karakten’stik Sunga; di

Papua berbeds

Perikanay,
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i

Papua tidak dapat diﬁmgs,lk:
untuk mendukung keglatok
perikanan atau kegiatan berc® g
tanam, karena selain benttlli
alamnya yang curam dan teﬂdal
juga Karena budaya dan ?uﬂ‘
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Pembentukan peraturan
perundang-undangan yang
mengingkari rasa keadilan

masyarakat akan  melahirkan
kesewenang-wenangan penguasa
terhadap rakyatnya yang pada
akhirnya  dapat  mengundang
perlawanan  dari masyarakat
sehingga peraturan perundang-
undangan yang dibuat tersebut
menjadi  tidak efektif ~dalam
penerapannya.

Perusahaan yang
melakukan  kegiatan  industri
penambangan mineral sebagai
pihak yang akan memanfaatkan
sungai untuk pengangkutan limbah
padat dituntut untuk menerapkan
sistem  Pengelolaan  Industri
Terintegrasi, yaitu selain
berkewajiban melakukan upaya
mitigasi fisik juga secara sinergis
berkewajiban melakukan upaya
mitigasi  sosial  yang  dapat
mengangkat derajat  kehidupan
masyarakat sekitar menuju
masyarakat yang adil dan makmur

sebagaimana diamanatkan dalam
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Pembukaan UUD 1945 alinea
kedua.

Secara filosofis, upaya
mewujudkan masyarakat adil dan
makmur dalam konteks pengaturan
pemanfaatan sungai untuk
pengangkutan limbah padat dapat
disejalankan ~ dengan  Aliran
Utilitarianisme yang dipelopori
oleh Jeremy Bentham yang
mendalilkan bahwa manusia itu
akan berbuat dengan cara
sedemikian rupa sehingga ia
mendapatkan  kenikmatan  atau
kebahagiaan yang sebesar-
besarnya dan menekan serendah-
rendahnya penderitaan. Ketika
dalil tersebut digunakan di bidang
hukum, maka standar penilaian etis
yang digunakan yaitu mendasarkan
pada ukuran bahwa baik buruknya
peraturan  perundang-undangan
ditentukan oleh apakah peraturan
perundang-undangan tersebut
mendatangkan kebahagiaan yang
sebesar-besarnya bagi masyarakat
atau tidak. Jadi, peraturan
perundang-undangan yang banyak

memberikan kebahagiaan pada




bagian terbesar masyarakat akap

dinilaj sebagai

Peraturan
perundang-undangan yang bajk.

Dengan demikian, rencana

pengaturan Pemanfaatan Sungaj
Untuk Pengangkutan Limbap

Padat Indusy Minera] sebagaj
Suatu ius

diharapkap dapat
kebahagiaan Pada by

constituendum
memberikap

gian terbesar

masyarakat Papua

Mitigasi fisik (dalam artj
luas) diperlukap untuk
menanggulangi tekanan terhadap
badan-badan Sungaj yang
berdampak lebih |
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tidak  akan melaksanakannya,

karena suku Amungme yang
habitatnya di gunung tidak tertarjk
pada kegiatan perikanan  dap
sebaliknya suky Komoro yang
habitatnya di pantai tidak tertarik
pada kegiatan bercocok tanam,

Untuk memenuhj kebutuhan

dasarnya, suky Amungme maupun
suku  Komoro masih menganyt
cara mengambi| langsung dari
alam (food 8athering),
Secara ﬁlosoﬁs,
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sebagaij
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(Didasarkan atas anggapan bahwa
adanya keteraturan atau ketertiban
dalam usaha pembangunan atau
pembaruan itu merupakan sesuatu
yang diinginkan atau bahkan
dipandang mutlak perlu) dan
pembangunan (Didasarkan atas
anggapan bahwa hukum dalam arti
kaidah atau peraturan hukum
memang bisa berfungsi sebagai
alat (pengatur) atau sarana
pembangunan dalam arti penyalur
arah kegiatan manusia ke arah
yang dikehendaki oleh
pembangunan atau pembaruan)
masyarakat. Peranan hukum dalam
pembangunan  adalah  untuk
menjamin bahwa adanya
perubahan sebagai ciri dari
masyarakat yang sedang
membangun dapat terjadi dengan
cara yang teratur. Hukum (Selain
Hukum Tertulis terdapat juga
Hukum Tidak Tertulis seperti :
Hukum Adat, Hukum Kebiasaan,
Traktat, Doktrin, dan
Yurisprudensi) ~ tidak hanya
dipandang sebagai gejala normatif

(asas-asas  dan kaidah-kaidah)
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tetapi juga menggambarkan hukum
sebagai gejala sosial (lembaga-
lembaga dan proses-proses) yaitu
gejala-gejala yang menyangkut
aspek-aspek kehidupan masyarakat
seperti ideologi, politik, ekonomi,
sosial, budaya, agama, pertahanan
dan keamanan. Dengan demikian,
peranan hukum dalam
pembangunan tidak cukup hanya
melalui  pendekatan  normatif,
melainkan penting juga
memperhatikan dan menggunakan
pendekatan-pendekatan yang
lainnya (ekonomi, politik, sosial,
budaya, ekologi, dan lain-lain).
Deklarasi Rio de Janeiro Tahun
1992 dengan jelas dan tegas
menyatakan bahwa aspek
ekonomi, aspek sosial-budaya, dan
aspek lingkungan hidup (ekologi)
harus diintegrasikan menjadi satu
kesatuan di dalam program
pembangunan yang disebut
“pembangunan berkelanjutan”
(sustainable development).
Pengelolaan sumber daya alam
berdasarkan prinsip pembangunan

berkelanjutan  ditujukan  untuk



menciptakan hubungan yang

sinergis  antara Pertumbuhap
ekonomi, peningkatan kualitag
lingkungan, dap kepeduliap antar
generas;. Artinya,
mensejahterakan Manusia  tiga)
harus dengan cara merusak
lingkungap hidup,
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ukuran  pasir  halus  guna
membebaskan  butiran  yang
mengandung tembaga, emas dan
perak, dipisahkan melalui proses
flotasi. Flotasi adalah proses
pemisahan secara fisik terhadap
batuan bijih yang mengandung
tembaga, emas dan perak.

Batuan yang tidak bernilai
yang disebut tailing  tersebut
dikumpulkan  dan disalurkan
menuju suatu sistem sungai alami
yang mengalir dari pabrik
pengolahan bijih menuju Daerah
Pengendapan Ajkwa yang
dimodifikasi.  Proses  tersebut
menunjukkan bahwa sungai telah
dimanfaatkan  sebagai  sarana
pengangkutan tailing.

PT Freeport Indonesia
(PTFI) menggunakan  proses
pengapungan  (flotasi), ~ yang
merupakan pemisahan secara fisik
mineral yang  mengandung
tembaga dan emas dari batuan
bijih. Dalam proses tersebut tidak
digunakan  merkuri ~ maupun
sianida. Sebuah daerah aliran

sungai  mengangkut sedimen
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tersebut menuju sebuah areal
pengendapan yang telah ditentukan
di kawasan dataran rendah dan
pantai, yang dinamakan Modified
Deposition Area (Daerah
Pengendapan Dimodifikasi), yaitu
sebuah sistem yang direkayasa dan
dikelola bagi pengendapan dan
pengendalian  tailing.  Sistem
pengendapan  tailing  tersebut
dilakukan sesuai rencana
pengelolaan tailing yang
komprehensif dari PTF],
sebagaimana telah disetujui oleh
Pemerintah Indonesia.

Sebagai  bagian  dari
AMDAL yang selesai pada tahun
1997 dan telah  disetujui
pemerintah, disepakati bahwa tiga
dari 12 opsi pengelolaan tailing,
akan dikaji lebih lanjut. Sebuah
Komite Pengkajian Tailing terdiri
dari anggota Tim  Dewan
Peninjauan  Penilaian  Risiko
Lingkungan, Dewan Penasihat
Lingkungan PTFI dan pimpinan
PTFI, dibentuk untuk mengkaji
seluruh opsi tersebut. Setelah

menyelesaikan 11 kajian rinci,



termasuk analisis data

penginderaan jarak jauh, evaluasi

terhadap berbagai Opsi pemipaan,

kajian berbagai pertimbangan

geoteknis, dampak banjir dan
hidrologj,

analisis
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tanaman asli maupun tanaman
pertanian.  Bahkan, kolonisasi
alami terjadi dengan pesat. Apabila
kegiatan  pertambangan telah
selesai, daerah  pengendapan
tersebut dapat  direklamasikan
dengan tanaman alami ataupun
digunakan untuk tujuan pertanian,
kehutanan atau budi daya air.
Pengambilan sampel secara luas
terhadap mutu air dalam sistem
pengelolaan tailing menunjukkan
bahwa air pada sungai yang
mengangkut tailing dari pabrik
pengolahan PTFI di daerah dataran
tinggi menuju daerah pengendapan
di dataran rendah telah memenuhi
baku mutu air bersih untuk logam
terlarut sesuai Peraturan
Pemerintah Indonesia ~maupun
USEPA (Lembaga Perlindungan
Lingkungan AS). Data dari
pengambilan sampel hayati tetap
menunjukkan ~ bahwa  muara
estuaria pada bagian hilir daerah
pengendapan tailing ~ adalah
ekosistem yang masih berfungsi,
berdasarkan  jumlah  spesies

maupun jumlah spesimen
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organisme nektonik yang
terkumpul, seperti ikan dan udang.

Mulai tahun 1998 dibangun
sebuah tanggul baru di bagian
timur tanggul barat yang sudah
ada, yang menjadi perbatasan barat
dari daerah pengendapan tailing di
dataran rendah. Pembangunan
tanggul baru tersebut membentuk
sebuah saluran baru yang terletak
di antara tanggul baru dan tanggul
lama. Untuk memenuhi komitmen
kepada Pemerintah Indonesia
sesuai AMDAL tahun 1997, pada
tahun 2005 PTFI menyelesaikan
pekerjaan  pengalihan Sungai
Ajkwa ke saluran baru tersebut,
yang lebih menyerupai aliran asli
Sungai Ajkwa. Pengalihan aliran
Ajkwa tersebut berjalan sesuai
harapan dengan stabilisasi saluran
yang cepat dan perkembangan pola
berliku. Ada beberapa keuntungan
bagi lingkungan dengan
mengalihkan Sungai Ajkwa agar
lebih mendekati aliran aslinya.
Sungai Otomona  membawa
endapan tailing menuju daerah

pengendapan. Di daerah aliran



perubahan fungsi sungai tertenty di
Provinsi Papua,
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Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengelolaan Industri
(PIT) dimaksudkap u
terwujudnya

(Comdey)

Terintegrasi

ntuk menjamijy

keseimbangan
kepentingap, antara

dunia Usahg,

bahan menyusun peraturan dai:z
dalam rangka melindung hak;w
Masyarakat  adat, meningk:iaﬂ
kesejahteraan masyarakat, pelest ]
lingkungan’ pembang“:l: ,
berkelanjutan, dan meningk:fups
Pendapatan Asli Daerah bail‘( b 5
Pajak daerah maupun retribus! daﬂe

dan g) Bagi Aparatur P

0
Hukum, adanya kepastian =

&
sunf
depenalisas; pemanfaatan
Sungai terteng,
DAFTAR PUSTAK:
"
Cheda, Alwasilah, 2002, 1:;,0 45:;
ualitayif: Daﬁ;elah’kaﬂ
€rancang  dan . #
enelitign Kualitatif, i
Daug Jayg, Jakarta, y
aud g;

H"
alahi, 2003, Penga“‘r‘f,fg ”g:a,
“mber Daya dir dan {‘llisi o
dup g; Indonesia, ¢ il
Alump; Bandung, 105
Effendi, 2003, Telaah Kl;,‘gr p.fg;b
981 Pengelolaan Sum ert!!
Kan Lingkungan l
- . al-ta’ .
Kaelap, anésms’. YogA}Zl:ode d eF':-fsaf‘(’:,}
Kllalitatif bidang mbd" 1
Penelitian Interdisipline” 5”5(’,4!’
Usafys Budaya, Jam
emiotika, Sastra, Hu

4.
enj, Paradigma Yogyakar'

Hefy;



TR TR

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-
konsep Hukum Dalam
Pembangunan, Alumni, Bandung.

Tarsisius Murwaji, 2003, “Blue Print
Community Development Industri
Pertambangan Dalam Era Otonomi
Daerah”, Makalah, disampaikan
pada Temu Ilmiah Dasawarsa
Program Magister Manajemen
Program Pascasarjana UNPAD,
Bandung.

Undang-Undang Dasar

Indonesia Tahun 1945.
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua.

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air. UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

Republik

UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata
Pengaturan Air.

PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan.
41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Air.

82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.
No. KEP-02/MENKLH/I/1988
tentang Pedoman Penetapan
Baku Mutu Lingkungan.

No. KEP-14/MENLH/3/94
tentang Pedoman  Umum
Penyusunan AMDAL.

No. KEP-42/MENLH/11/94
tentang  Pedoman  Umum
Pelaksanaan Audit Lingkungan.

PP No.

PP No.

Kepmen

Kepmen

Kepmen

589



